
1. Pasal 18 Ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah 'l'ingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia. Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Ta.mbahan Lembara.n Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan 
pcmbangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala 
dacrah bcrakhir pada tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; 

Menimbang 

WALI KOTA KENDARI, 

DENOAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINSISULAWESITENGGARA 
PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR 3 5 TAHUN 2022 

TENT ANG 

RENCAHA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
TAHUN 2023·2026 

WALIKO"[A KENDARl 

• 



5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
{Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Vndang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2022 Tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5898); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeriritah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Pcraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 64021; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stander 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 
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11. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Numor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l36); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia To.hun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 172); 

15. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluaai Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Renoana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Numor 1312); 
16. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor l 00 Tahun 2018 

Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasl, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Tcnggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2014-2034 ( Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wall Kota dan Perangkat Daerab sebagai unsur 

pcnyelenggara pernerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Wali Kota adalab Wali Kata Kendari. 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG RENCANA STRATEOIS 
PERANGK.AT DAERAH TAHON 2023-2026 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

20. Peraturan Daerab Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2021 Nomor 8); 

21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendaci Tahun 2010-2030 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nornor 7]; 

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tabun 2016 lentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab Kota Kendari 
Tahun 2005-2025 [Lernbaran Dacrab Kota Kendari Tahun 2016 

Nomor l); 
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubaban Atas 
Peraturan Daerab Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tabun 2020 Nomor 11); 

24. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 
(Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33); 
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Pasal 3 
(1) Renatra PD Tahun 2023-2026 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Daerah sebagai berikut: 
a. Dinas Pendiclikan, Kepemudaan dan Olahraga; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 
e. Satuan Polisi Parnong Praja.; 
f. Dinas Kebakaran; 

g. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah; 

Pasal 2 
(1) Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri dari: 

• Bab I : Pendahuluan. 
• Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Dacrah. 
• Bab Ill : Permasalahan dan Jsu Strategis. 
• Bab IV : Tujuan dan Sasaran, 

• Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan. 
• Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. 

• Bab VTI : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. 
• Bab VITI : Perrutup. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat OPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/ atau barang. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

6. Rencana Pembangunan Daerah Kot.a Kendari Tahun 2023-2026 selanjutnya 
disebut RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah dokumeri perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya clisebut Renstra 
PD Tahun 2023-2026 mcrupakan penjabaran dari RPD Kota Kendari Tahun 2023 
2026. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPn adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periodc l [satu] tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana 
pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan 
Perangkat Daerah untuk periodc l (satu) tahun. 
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h. Dinas Sosial; 
i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 
J. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; 

k. Dinas Ketahanan Pangan; 
1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
n. Dinas PengendaJian Pcnduduk dan Keluarga Berencana; 

o. Dinas Perhubungan; 
p. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Torpadu Satu Pintu; 
r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah; 
L. Dinas Perika.nan; 
u. Dinas Pertanian; 
v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 
w. Sekretariat Daerah; 
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
z. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 
aa. Badan Pendapatan Daerah; 
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
cc. Inspektorat; 
dd. Kecamatan Kendari; 
ec. Kccamatan Kendari Barnt; 
ff. Kecamatan Mandonga; 
gg. Kecamatan Puuwatu; 
hh. Kecamatan Kadia; 
ii. Kecamatan Wua-Wua; 
Il- Kecamatan Baruga; 
kk. Kecamatan Kambu; 
11. Kecamatan Poasia; 
mm. Kecamatan Abell; 
nn. Kecamatan Narnbo; dan 

oo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
(3) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman OPD 

dalam penyusunan Renja PD. 
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2022 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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2022 
Ditetapkan di Kendari 

pad~tffj~l,.. 
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